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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI JAYAPURA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan
Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah dapat
diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2017-2022 perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2017-2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daeah Kabupaten
Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Dearah Kabupaten
Jayapura Tahun 2018 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2018 Nomor 1, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 pada Lampiran RPJMD diubah, sehingga RPJMD
Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang
tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dapat berubah sesuai dengan
perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

(2) Kerangka

pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan

pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka
yang bersifat indikatif, yang disesuaikan dengan kibijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.



(3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), perubahan tersebut dimuat dalam dokumen
RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman
dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Pelaksanaan RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pasa saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana yang
terkait dengan Pembagian Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah telah
ditetapkan, maka RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)
dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 31 Agustus 2021
BUPATI JAYAPURA,

ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd
HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
03/2021

salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

s~

KHANNAH JATMIASIH, SH
PENATA TK.I
NIP. 19760723 200502 2 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan daerah untuk
menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini,
berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional
yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pembangunan di Kabupaten Jayapura.

RPJPD Kabupaten Jayapura sebagai dokumen perencanaan
pembangunan kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke
depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan
bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Jayapura (pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJPD Kabupaten Jayapura bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel,
berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi
hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia,
mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh)
tahun kedepan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Jayapura. Dalam penyusunan peraturan daerah ini dengan
pendekatan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang
menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai masukan
dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian dianalisis untuk
merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun
kedepan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD Kabupaten
Jayapura Tahun 2017-2022 memuat visi yaitu “Terwujudnya Manusia
Jayapura yang Terdepan di Papua” dengan harapan dapat mewujudkan
keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Jayapura dengan mengacu
pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Merujuk pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJPD
dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu sesuai
bunyi Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, dinyatakan bahwa perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila : a.
hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan



tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan menteri ini; b. hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan c. terjadi
perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka muatan materi untuk menyusun
perubahan RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022, mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh
nasional;

2. Perumusan kembali struktur urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan

3. Penyesuaian terhadap data dan informasi sebagaimana tertuang dalam
RPJPD dengan memperhatikan kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan
menuntut penyesuaian dalam penyelenggarakan tata pemerintahan dan
pembangunan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJPD Kabupaten Jayapura
Tahun 2017-2022 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya
dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan RPJMD.
Pelaksanaan RPJMD perubahan dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD
sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten
Jayapura yang memuat prioritas program dan kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 7A
Pada saat RPJPD Perubahan ini ditetapkan, berbagai regulasi
baru belum seluruhnya diikuti dengan peraturan

pelaksanaannya. Mengingat berbagai peraturan pelaksanaan
yang akan dikeluarkan nantinya dimungkinkan menuntut
penyesuaian RPJPD kembali. Mempertimbangkan sisa kurun
waktu pelaksanaan RPJPD dan proses penetapan Perda, maka
perubahan kembali RPJPD ditetapkan dengan Perda.

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 58



